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LAMPIRAN 1 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara  

Pertanyaan pada saat wawancara berkembang sesuai dengan jawaban yang 

diberikan oleh narasumber. 

A. Penerapan Akuntansi dalam menyajikan Laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa 

1. Bagaimana prosedur/penerapan akuntansi yang dilakukan 

pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ? 

2. Apa saja jenis daftar atau data yang digunakan pemerintah desa 

dalam menyajikan  laporan pertanggungjawaban keuangan desa ? 

3. Apakah dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah dilakukan 

secara terstruktur? 

4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pembuatan laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa ? 

5. Apakah ada kesulitan dalam proses pembuatan laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa? 

 

B. Penerapan SAP No.01 dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan 

Desa 

1. Apakah pemerintah desa telah menerapkan PSAP 01 dalam 

mempertanggungjawabkan keuangan desa? 

2. Apa saja jenis laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah 

desa? 

3. Apakah ada kendala yang dialami pemerintah desa dalam penerapan 

SAP No. 01? 
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C. Kualitas pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa  

1. Bagaimana pemerintah desa mengelola laporan keuangannya agar 

berkualitas? 

2. Apakah ada sistem khusus yang digunakan pemerintah desa untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas? 

3. Apakah ada hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan? 

 

D. Penerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi pada 

pertanggungjawaban keuangan desa? 

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip 

akuntabilitas dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keauangan 

desa yag dibuat? 

2. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara 

transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab 

pemerintah desa ? 

3. Bagaimana peran aparat pemerintah desa dalam menangani 

pertanyaan publik mengenai pertanggungjawaban keuangan desa? 

4. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

desa dalam penyampaian  laporan pertanggungjawaban keuangan 

desa ? 

5. Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan 

evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa? 

6. Apa bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap 

penerapan pengelolaan keuangan desa? 
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LAMPIRAN 2 

 

Daftar Hasil Wawancara 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara Informan 

1. Bagaimana 

prosedur/penerapan 

akuntansi yang dilakukan 

pemerintah desa dalam 

pertanggungjawaban 

keuangan desa ? 

Semua laporan 

pertanggungjawaban dibuat 

sesuai dengan prosedur dan 

penerapannya berdasarkan 

ketentuan dari pemerintah. 

Kepala 

Desa 

2. Apa saja jenis daftar atau 

data yang digunakan 

pemerintah desa dalam 

menyajikan  laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan desa 

Ada beberapa data yang 

digunakan yaitu laporan 

pertanggungjawaban 

ralisasi pelaksanaan 

APBDesa, peraturan desa, 

laporan kekayaan milik 

desa, dan laporan program 

pemerintah dan pemerintah 

daerah yang masuk ke desa 

yang pastinya sudah sesuai 

dengan peraturan 

pemerintah. 

 

3. Apakah  dalam  pelaporan  

pertanggungjawaban  

sudah  dilakukan secara 

terstruktur? 

Tentu saja, pihak desa telah 

melaksanakan pelaporan 

secara terstruktur 

berdasarkan ketentuan 

pemerintah. 

 

4. Siapa saja yang terlibat Yang pastinya yang terlibat  
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dalam proses pembuatan 

laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan desa? 

dalam proses pembuatan 

laporan ini adalah 

perangkat desa. Pada saat 

perencanaan pembangunan 

kita juga melibatkan 

masyarakat dalam evaluasi 

perencanaan ADD dan 

musyawarah. 

5. Apakah ada kesulitan 

dalam proses pembuatan 

laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan desa ? 

 

Untuk pembuatan laporannya 

terkadang kita masih 

menggunakan buku panduan 

dan Alhamdulillah dalam 

penyusunan laporan kita 

juga dibantu oleh pihak 

kecamatan. 

 

6. Apakah pemerintah desa 

sudah menerapkan PSAP 

No. 01 dalam 

mempertanggungjawabkan 

keuangan desa? 

 

Sudah. 

Laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan desa yang dibuat 

sudah sesuai dengan PSAP 

no.01 

 

7. Apa saja jenis laporan 

keuangan yang dimiliki 

oleh pemerintah desa? 

Laporan yang diimiliki 

pemerintah desa juga sudah 

lengkap dan sesuai dengan 

standar pemerintahan. Ada 7 

jenis laporannya, ada 

Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan 
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Perubahan SAL, Neraca, 

Laporan Arus Kas, Laporan 

Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, dan 

Catatan atas Laporan 

Keuangan . 

8. Apakah ada kendala yang 

dialami pemerintah desa 

dalam penerapan SAP No. 

01? 

 

Salah satu kendala yang 

dialami pemerintah desa 

dalam penerapan ini seperti 

minimnya kemampuan sdm 

dan kurangnya pengalaman, 

tetapi kami juga dibantu 

pihak kecamatan dalam 

mengatasi masalah ini. 

 

9. Bagaimana pemerintah 

desa mengelola laporan 

keuangannya agar 

berkualitas? 

Dengan melaksanakan 

pertanggungjawaban atas 

kegiatan-kegiatan yang telah 

dilakukan dengan menyusun 

laporan keuangannya secara 

wajar. 

Bendahara

Desa 

10. Apakah ada sistem khusus 

yang digunakan 

pemerintah desa untuk 

menghasilkan laporan 

keuangan yang 

berkualitas? 

Saat ini pemerintah desa 

telah menggunakan aplikasi 

dalam pengelolaan keuangan 

yang sangat membantu pihak 

desa dalam menyusun 

laporan keuangan secara 

efektif dan efisien. 

 

11. Apakah ada hal-hal yang Tentu saja ada, seperti  
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dapat mempengaruhi 

kualitas laporan 

keuangan? 

kurangnya kualitas sdm yang 

dimiliki akan berdampak 

pada kualitas laporan yang 

dihasilkan. 

12. Bagaimana peran 

pemerintah desa dalam 

melaksanakan prinsip 

akuntabilitas dalam 

pelaksanaan 

pertanggungjawaban 

keuangan desa yang 

dibuat? 

 

Akuntabilitas berkaitan 

dengan tanggungjawab 

mengenai anggaran yang 

dimiliki desa sasarannya juga 

untuk masyarakat. Sudah 

menjadi tanggungjawab 

pemerintahan desa atas 

anggaran tersebut yang 

nantinya akan dialokasikan 

untuk pembangunan dan 

untuk kepentingan lain untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Sekretaris 

Desa 

13. Bagaimana pemerintah 

desa memberikan 

informasi secara 

transparan kepada 

masyarakat desa terkait 

tanggungjawab 

pemerintah desa ? 

 

Kita akan memberikan 

informasi kepada masyarakat 

dalam bentuk papan 

informasi yang terdapat 

dikantor desa dan dihimbau 

kepada aparat desa agar 

memberikan informasi 

sewajarnya saja untuk 

menghindari adanya 

kesalahpahaman.  

 

14. Bagaimana peran aparat 

pemerintah desa dalam 

Meskipun kami terbuka 

sewajarnya terhadap 
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menangani pertanyaan 

publik mengenai 

pertanggungjawaban 

keuangan desa? 

 

masyarakat, namun pihak 

desa juga berusaha 

meyakinkan masyarakat 

bahwa dana yang ada telah 

terealisasikan sesuai dengan 

apa yang telah 

dimusyawarahkan. Jika ada 

pertanyaan dari masyarakat 

kami selaku aparat desa 

sebisa mungkin menjelaskan 

apa adanya. Baik dalam 

penggunaan dana, 

kendalanya apa saja akan kita 

sampaikan kepada 

masyarakat jika ingin 

mengetahui lebih dalam. 

15. Bagaimana tingkat 

kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah desa 

dalam penyampaian  

laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan desa ? 

Saya pribadi merasa 

pengelolaan 

pertanggungjawaban di desa 

ini cukup baik dengan 

adanya bukti-bukti 

pembangunan yang 

terealisasikan. 

Ibu Juliana 

(Masyarak

at Sei Silau 

Timur) 

16. Apakah masyarakat selalu 

dilibatkan dalam 

musyawarah dan evaluasi 

pelaksanaan 

pertanggungjawaban 

keuangan desa? 

Mungkin masyarakat secara 

umum tidak dilibatkan dalam 

musyawarah tetapi hanya 

beberapa perwakilan dari 

masyarakat saja. 
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17. Apa bentuk partisipasi 

yang diberikan oleh 

masyarakat terhadap 

penerapan pengelolaan 

keuangan desa? 

Salah satu bentuk partisipasi 

masyarakat dengan ikut serta 

saat ada pembangunan di 

desa. 
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LAMPIRAN 3 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sei Silau Timur 

 
 

Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) 

Sei Silau Timur 
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Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) 

Desa Sei Silau Timur 
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LAMPIRAN 4 

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa TA  2020
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LAMPIRAN 5 

Format Formulir/ Daftar : 

 

1. Peraturan Desa 
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2. Laporan Pertanggungjawaban Rrealisasi Pelaksanaan APBDesa 
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3. Laporan Kekayaan Milik Desa 
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LAMPIRAN 6  

DOKUMENTASI 
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